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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 

dewasa ini semakin diminati di Indonesia. Akibat dari pandemi serta adanya 

globalisasi ekonomi, pemerintah semakin gencar dalam mengingatkan akan 

pentingnya penerapan GCG terhadap perusahaan-perusahaan, khususnya 

Perusahaan Publik. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis, 

dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari sejumlah pengaturan terkait GCG yang tersebar dalam beberapa 

sumber hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli), Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 21/POJK/0/4/2015 tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 

Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan 

Transaksi Benturan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

31/POJK.04/2015 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 

Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, masih terdapat ketentuan dalam 

POJK Nomor 21/POJK.04/2015, sebagaimana satu-satunya peraturan 

yang khusus mengatur GCG bagi Perusahaan Publik, yang memberikan 

kesan bahwa suatu perusahaan tidak diharuskan untuk secara ketat 



 76 

mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip GCG, yang mana ketentuan 

tersebut dapat mempermudah dan/atau memberi peluang bagi para 

pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menyimpang dari ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

2. Perbaikan terhadap pengaturan GCG tidak dapat dilakukan secara terpisah 

dan/atau tersendiri, atau dalam kata lain, hanya dengan menerbitkan suatu 

peraturan tertentu, dengan mengacu terhadap Surat Edaran Nomor 

32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 

serta berdasarkan Siaran Pers Nomor SP 31/DHMS/OJK/IV/2020, OJK 

hingga saat ini baru dapat mengeluarkan dua peraturan utama, yaitu POJK 

Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 

16/POJK.04 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Perusahaan Terbuka 

Secara Elektronik sebagai bentuk penanganan dampak COVID-19 bagi 

Perusahaan Publik, yang sekaligus berkaitan dengan penerapan GCG itu 

sendiri. Penyesuaian terhadap pengaturan GCG dalam menghadapi 

kondisi dan situasi baru (pandemi) di Indonesia saat ini masih baru 

dilakukan terhadap organ perusahaan seperti Direski, Dewan Komisaris 

maupun Pemegang Saham, tetapi belum cukup dalam mengatur dan 

melindungi apa yang menjadi hak-hak kreditur, karyawan serta pihak 

ketiga lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait GCG saat ini 

belum cukup untuk menjamin keberlangsungan Perusahaan Publik, 

khususnya dalam situasi pandemi. Ketentuan-ketentuan yang tidak disertai 

dengan penjelasan lebih lanjut di dalamnya dapat menimbulkan 

kesimpang-siuran dalam penerapan atau pengimplementasiannya. 

 

 
5.2. Saran 

 

Seperti yang telah diketahui, pemerintah belum secara lengkap mengatur 

ketentuan terkait GCG. Selain itu, saat ini pengaturan terkait GCG masih tersebar 

dalam beberapa sumber hukum nasional. Menurut hemat penulis, terdapat beberapa 
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hal yang disarankan untuk dapat dipertimbangkan agar penerapan GCG menjadi 

lebih fleksibel dalam praktiknya, yaitu : 

Pertama, perlu dilakukan penyusunan regulasi yang lebih baru dan/atau 

terpusat, yaitu dalam bentuk undang-undang serta peraturan pelaksana mengenai 

ketentuan yang mengatur tentang prinsip GCG bagi Perusahaan Publik, yang dalam 

pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Otoritas Jasa 

Keuangan. Perbaikan dan/atau penjelasan lebih lanjut yang dimaksud meliputi 

berbagai aspek, seperti kerangka Tata Kelola Perusahaan, perlindungan pemegang 

saham, peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, peranan 

pemangku kepentingan, serta transparansi informasi. Keseluruhan perbaikan 

tersebut harus dilakukan secara terencana. Lebih lanjut, sekalipun dalam proses 

pembentukan regulasi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif tidak 

singkat, namun diharapkan bahwa saran ini dapat menjadi suatu langkah nyata dan 

praktis menuju perubahan dan peningkatan praktik GCG di Indonesia, khususnya 

terhadap Perusahaan Publik, baik dalam menghadapi pandemi maupun pasca 

pandemi nantinya. Dengan kata lain, kondisi pandemi saat ini bukan menjadi satu- 

satunya alasan untuk dilakukan perbaikan terhadap pengaturan GCG bagi 

Perusahaan Publik, melihat bahwa dampak pandemi terhadap perusahaan tersebut, 

diantaranya pendapatan perusahaan yang menurun secara sigfnifikan, bahkan 

hingga berhenti beroperasi, yang mana hal tersebut tidak hanya dapat dipicu oleh 

pandemi, tetapi juga dimungkinkan untuk dipicu oleh hal lain, sehingga perbaikan 

ini nantinya akan dapat berlaku secara umum, yaitu mendorong penerapan GCG 

untuk tetap sesuai dan fleksibel dalam segala situasi. 

Kedua, perlu penyesuaian dan/atau perbaikan terhadap pengaturan GCG yang 

meliputi kepentingan seluruh stakeholders, tidak hanya organ perusahaan seperti 

Direski, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham, tetapi juga terhadap 

Kreditur, Karyawan serta pihak ketiga lainnya. Selain itu, sebagai tindak lanjut, 

baik terhadap saran pertama maupun kedua, untuk dapat mencapai keberhasilan 

jangka panjang, terhadap pengaturan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang 

tinggi, dan lebih jauh, diperlukan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan serta 

sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait, khususnya terhadap stakeholders itu 
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sendiri, sehingga peningkatan implementasi GCG di Indonesia, khususnya 

Perusahaan Publik, tidak hanya menuntut atau mengikat komitmen regulator tetapi 

juga komitmen para stakeholders dari Perusahaan Publik itu sendiri. 

Dengan demikian, penerapan GCG di Indonesia menjadi fleksibel dan lebih 

proporsional untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan, perlunya menciptakan kepastian 

hukum terhadap pengaturan GCG tersebut. Sebagai akibat lanjutan, diharapkan 

kesimpang-siuran dalam penerapan dan pengimplementasian ketentuan-ketentuan 

yang telah ada dapat diminimalisir. Selain itu, Indonesia menjadi memiliki suatu 

iklim GCG yang lebih ramah, khususnya bagi Perusahaan Publik, baik saat 

pandemi maupun pasca pandemi atau dalam segala situasi. Keadaan yang seperti 

itu sekaligus dapat mendorong sektor perekonomian dan perusahaan-perusahaan di 

Indonesia, khususnya Perusahaan Publik, menjadi lebih baik dan meningkatkan 

kemampuannya berkompetisi dengan perusahaan regional dan global lainnya. 
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